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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang  

Sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan 

dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.  Oleh karena itu, 

organisasi publik diharapkan dapat membantu suatu dokumen rencana kerja (work plan report) 

yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang disusun ini merupakan 

program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang mengacu pada rencana 

strategis (strategic plan report) tahun 2018-2023.   Rencana strategis sebagaimana diketahui 

merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana 

tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus.  Dengan adanya rencana kerja yang telah 

tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. 

Rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 

(satu) tahun.  Sebagai rencana tahunan, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam 

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial sebagai penerjemahan dari visi, misi, 

dan tujuan Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta sasaran, program, dan kegiatan organisasi 

perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat 

Daerah, dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD); 

2. Renja OPD merupakan acuan setiap organisasi perangkat daerah untuk memasukkan program 

kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2021; 

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan organisasi perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang 

tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah yang 

telah ditetapkan dalam Renstra OPD. 

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program 

pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan 

dokumen Renstra OPD mengacu kepada tata cara dan jalur penyusunannya sebagaimana tertuang 

dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara substansial antara lain : 

1. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan mengacu kepada RKPD 

Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun berkenaan. 

2. Program dalam Renja OPD mengacu kepada program prioritas sebagaimana tercantum dalam 

Misi tahun kelima RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang merupakan 

pelaksanaan paruh ke tiga dari RPJPD Kota Pangkalpinang tahun 2007-2026 dan hasil evaluasi 

penyelenggaraan Renstra OPD Tahun 2018-2023 

3. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD selaras dengan program dan kegiatan yang 

disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota. 

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), 

indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan 

prakiraan maju tahun rencana selanjutnya. 

Adapun Bagian Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Perangkat Daerah adalah 

sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1 
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Visi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana mengacu kepada Visi Kepala 

Daerah Kota Pangkalpinang yaitu “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” 

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur). 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang  mengarah pada 

pencapaian unsur visi : Unggul.  Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang mengakomodir misi ketiga, yaitu : “Meningkatkan tata 

kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance“, dengan tujuan 

meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan sasaran meliputi 

meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. 

 

1.2.  Landasan Hukum  

Berikut ini landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang 

Tahun 2021 : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 55, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang 

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
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6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725);  

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817);  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);  

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
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16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 

Nomor 3 Seri E);  

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8); 
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27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 

Nomor 3); 

28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2020 Nomor 3); 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam 

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, dan perencanaan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah 

Kota Pangkalpinang.  Sedangkan tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah ini adalah untuk 

memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, meliputi : 

BAB I Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, 

analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah,  isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Sekretariat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan 

kegiatan. 

BAB III  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah, 

serta program, kegiatan dan sub kegiatan. 

BAB IV Penutup 

Menjelaskan catatan penting dalam penyusunan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana 

tindak lanjut. 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II 

 

2.1  Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota 

Pangkalpinang sampai dengan triwulan II Tahun 2021 serta evalusi pencapaian indikator kinerja 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinag Tahun 2018-2023 yang 

disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data dan informasi tentang akumulasi 

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah 

Kota Pangkalpinang sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dibandingkan dengan pencapaian 

yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana  Strategis (Renstra) Sekretariat 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.  Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui 

program dan kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi presentase 

pencapaian target kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang telah direncanakan. 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan hanya 1 (satu) bidang urusan saja, 

yaitu urusan pemerintahan fungsi penunjang di bidang urusan administrasi pemerintahan.  

Pelaksanaan atas bidang urusan selama periode tersebut dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai 

program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah 

dalam lingkup Pemerintahan Kota Pangkalpinang. 

Hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan 

Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dan pencapaian kinerja Rencana 

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dituangkan dalam 

bentuk matrik sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut : 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Meningkatnya 

Laporan Kinerja 

PD yang 

Akuntabel dan 

Tepat Waktu

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase laporan 

kinerja dan keuangan 

yang disampaikan 

tepat waktu

100,00% 37.477.275.154    0,00% -                           100,00% 11.891.490.354    0,00% 1.390.696.437      0,00% 4.023.965.848      0,00%       5.414.662.285 0,00% 45,53% 0,00%       5.414.662.285 0,00% 14,45%

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Persentase 

perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja tepat 

waktu

100,00%            83.160.000 0,00%                            - 100,00%            11.760.000 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00% 0,00% 0,00%                             - 0,00% 0,00%

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen 

Renstra/ Renja
4            12.320.000 0                             - 2 dokumen              3.920.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Umum

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD
3            12.320.000 0                             - 1 dokumen              3.920.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Umum

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen 

perubahan RKA-SKPD
3            12.320.000 0                             - 1 dokumen              3.920.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Umum

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR SR SR SR

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Presentase 

terpenuhinya 

kebutuhan 

administrasi 

keuangan

100%     36.637.825.154 0%                            - 100%     11.628.440.354 50,00%       1.390.696.437 50,00%       3.886.835.934 100,00%       5.277.532.371 100,00% 45,38% 100,00%       5.277.532.371 100,00% 14,40%

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

269     34.798.215.154 0                             - 84 orang     11.048.830.354 84       1.315.896.437 0       3.727.220.934 84       5.043.117.371 100,00% 45,64% 84       5.043.117.371 31,23% 14,49%
Bagian 

Umum

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan analisis 

prognosis realisasi 

anggaran

3       1.839.610.000 0                             - 1 laporan          579.610.000 0            74.800.000 1          159.615.000 1          234.415.000 100,00% 40,44% 1          234.415.000 33,33% 12,74%
Bagian 

Umum

22,22% 9,57% 0,00% 0,00%

SR SR SR SR

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Presentase 

terpenuhinya 

administrasi barang 

milik daerah

100%          756.290.000 0%                            - 100%          251.290.000 0,00%                            - 50,00%          137.129.914 50,00%          137.129.914 50,00% 54,57% 50,00%          137.129.914 50,00% 18,13%

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

No

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab

I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

5 6 7 8 9 12 = (8+9+10+11)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%12a = 12/7 x 100%



No

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

Jawab

I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah dokumen 

perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah 

SKPD

3          156.290.000 0                             - 1 dokumen            51.290.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah aset SKPD yang 

diamankan
3          600.000.000 0                             - 1 unit          200.000.000 0                             - 1          137.129.914 1          137.129.914 100,00% 68,56% 1          137.129.914 33,33% 22,85%

Bagian 

Umum

33,33% 22,85% 11,11% 7,62%

SR SR SR SR

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase ASN yang 

memenuhi standar 

kompetensi/kualifikasi 

pada unit kerjanya

100,00% 165.500.000         0% -                           100% 50.000.000           0,00% -                           0,00% -                           0,00%                             - 0,00% 0,00% 0,00%                             - 0,00% 0,00%

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Presentase 

terpenuhinya 

administrasi 

kepegawaian

100,00%          165.500.000 0%                            - 100%            50.000.000 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00% 0,00% 0,00%                            - 0,00% 0,00%

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Jumlah pegawai yang 

mengikuti diklat sesuai 

tupoksi

18          165.500.000 0                             - 5 orang            50.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR SR SR SR

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase 

terpenuhinya 

kebutuhan 

administrasi 

perkantoran

100,00% 13.392.983.450    0% -                           100% 4.387.513.450      0,00% 78.528.000           0,00% 763.175.000         0,00%          841.703.000 0,00% 19,18% 0,00%          841.703.000 0,00% 0,00%

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Presentase 

terpenuhinya 

administrasi umum

100,00%     13.392.983.450 0%                            - 100%       4.387.513.450 0,00%            78.528.000 0,00%          763.175.000 0,00%          841.703.000 0,00% 19,18% 0,00%          841.703.000 0,00% 6,28%

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

30          130.000.000 0                             - 10 unit            40.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan rumah 

tangga yang disediakan

30       2.071.960.000 0                             - 10 unit          771.960.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah logistik yang 

disediakan
6       2.153.650.000 0                             - 2 jenis          653.650.000 0            47.400.000 1          150.166.000 1          197.566.000 50,00% 30,23% 1          197.566.000 16,67% 9,17%

Bagian 

Umum

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah barang cetakan 

dan penggandaan yang 

disediakan

6          655.500.000 0                             - 2 set          215.500.000 0                             - 1          131.105.000 1          131.105.000 50,00% 60,84% 1          131.105.000 16,67% 20,00%
Bagian 

Umum

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang disediakan

30          896.403.450 0                             - 10 koran          296.403.450 0                             - 5            59.345.000 5            59.345.000 50,00% 20,02% 5            59.345.000 16,67% 6,62%

Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan
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Pada Akhir 
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I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah jenis fasilitasi 

kunjungan tamu
6       5.710.000.000 0                             - 2 jenis       1.910.000.000 0            31.128.000 1          422.559.000 1          453.687.000 50,00% 23,75% 1          453.687.000 16,67% 7,95%

Bagian 

Umum

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah rapat koordinasi 

dan konsultasi SKPD
6       1.670.470.000 0                             - 2 jenis          500.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Umum

25,00% 16,85% 8,33% 5,47%

SR SR SR SR

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur 

dalam kondisi baik

100,00% 27.233.010.000    0,00% -                           100,00% 10.369.150.000    0,00% 259.254.817         0,00% 1.460.354.730      0,00% 1.719.609.547      0,00% 16,58% 0,00% 1.719.609.547      0,00% 6,31%

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase pengadaan 

barang milik daerah
100,00%       4.071.300.000 0,00%                            - 100,00%       1.371.300.000 0,00% 0,00%            48.000.000 0,00%            48.000.000 0,00% 3,50% 0,00%            48.000.000 0,00% 1,18%

Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang 

diadakan
3          600.000.000 0                             - 1 set          200.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Umum

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

diadakan

6       1.500.000.000 0                             - 2 set          500.000.000 0                             - 0            48.000.000 0            48.000.000 0,00% 9,60% 0            48.000.000 0,00% 3,20%
Bagian 

Umum

Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung kantor 

atau bangunan lainnya 

yang diadakan

3          450.000.000 0                             - 1 set/unit          150.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan 

prasarana pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

diadakan

6       1.521.300.000 0                             - 2 set          521.300.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

0,00% 1,92% 0,00% 0,64%

SR SR SR SR

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase 

terpenuhinya 

penyediaan jasa

100,00%       4.533.000.000 0,00%                            - 100,00%       1.423.000.000 0,00%          109.474.817 0,00%          443.187.878 0,00%          552.662.695 0,00% 38,84% 0,00%          552.662.695 0,00% 12,19%

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah surat yang 

disediakan
6          893.000.000 0                             - 2 surat          293.000.000 0            34.150.000 1            60.225.000 1            94.375.000 50,00% 32,21% 1            94.375.000 16,67% 10,57%

Bagian 

Umum

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa yang 

tersedia
9       3.640.000.000 0                             - 3 jenis       1.130.000.000 0            75.324.817 1          382.962.878 1          458.287.695 33,33% 40,56% 1          458.287.695 11,11% 12,59%

Bagian 

Umum

27,78% 24,26% 9,26% 7,72%

SR SR SR SR
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase 

pemeliharaan barang 

milik daerah

100,00%     18.628.710.000 0,00%                            - 100,00%       7.574.850.000 0,00%          149.780.000 0,00%          969.166.852 0,00%       1.118.946.852 0,00% 14,77% 0,00%       1.118.946.852 0,00% 6,01%

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Jumlah kendaraan 

perorangan 

dinas/kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara

18          824.400.000 0                             - 6 unit          251.400.000 0                             - 6            57.137.991 6            57.137.991 100,00% 22,73% 6            57.137.991 33,33% 6,93%
Bagian 

Umum

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau 

lapangan yang 

dipelihara

60       5.881.290.000 0                             - 20 unit       1.960.430.000 0            51.630.000 10          355.926.711 10          407.556.711 50,00% 20,79% 10          407.556.711 16,67% 6,93%
Bagian 

Umum

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

dipelihara 

12       1.951.400.000 0                             - 3 unit          591.400.000 0            21.100.000 0          114.395.050 0          135.495.050 0,00% 22,91% 0          135.495.050 0,00% 6,94%
Bagian 

Umum

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung 

kantor/bangunan 

lainnya yang dipelihara

8       8.971.620.000 0                             - 4 unit       4.771.620.000 0            77.050.000 2          441.707.100 2          518.757.100 50,00% 10,87% 2          518.757.100 25,00% 5,78%
Bagian 

Umum

40,00% 15,46% 15,00% 5,32%

SR SR SR SR

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase 

operasional pimpinan 

daerah yang terpenuhi

100,00% 13.254.547.217    0,00% -                           100,00% 3.629.547.217      0,00% 242.317.584         0,00% 754.182.492         0,00%          996.500.076 0,00% 27,46% 0,00%          996.500.076 0,00% 7,52%

Administrasi Keuangan 

dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Persentase fasilitas 

kepala daerah dan 

wakil kepala daerah 

yang terpenuhi

100,00%       6.145.747.217 0,00%                            - 100,00%       1.920.747.217 0,00%          209.696.584 0,00%          361.233.132 0,00%          570.929.716 0,00% 29,72% 0,00%          570.929.716 0,00% 9,29%

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 

yang menerima gaji dan 

tunjangan

6       2.395.747.217 0                             - 2 orang          770.747.217 0          209.696.584 0          173.913.801 0          383.610.385 0,00% 49,77% 0          383.610.385 0,00% 16,01%
Bagian 

Umum

Penyediaan Pakaian 

Dinas dan Atribut 

Kelengkapan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Jumlah pakaian dan 

atribut kepala daerah 

dan wakil kepala daerah 

yang disediakan

15          450.000.000 0                             - 5 stell          150.000.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Umum

Penyediaan Dana 

Penunjang Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah operasional 

kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang 

disediakan

3       3.300.000.000 0                             - 1 jenis       1.000.000.000 0                             - 0          187.319.331 0          187.319.331 0,00% 18,73% 0          187.319.331 0,00% 5,68%
Bagian 

Umum

0,00% 17,13% 0,00% 5,42%

SR SR SR SR

Fasilitasi 

Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Persentase kebutuhan 

kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah 

yang difasilitasi

100,00%       7.108.800.000 0,00%                            - 100,00%       1.708.800.000 0,00%            32.621.000 0,00%          392.949.360 0,00%          425.570.360 0,00% 24,90% 0,00%          425.570.360 0,00% 5,99%

Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Kepala 

Daerah

Jumlah kebutuhan 

rumah tangga yang 

disediakan

4       2.683.800.000 0                             - 2 jenis          883.800.000 0                             - 1          192.750.000 1          192.750.000 50,00% 21,81% 1          192.750.000 25,00% 7,18%
Bagian 

Umum
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Sekretariat Daerah

Jumlah kebutuhan 

rumah tangga yang 

disediakan

3       2.625.000.000 0                             - 1 jenis          825.000.000 0            32.621.000 1          200.199.360 1          232.820.360 100,00% 28,22% 1          232.820.360 33,33% 8,87%
Bagian 

Umum

37,50% 18,73% 11,67% 4,41%

SR SR SR SR

Persentase kinerja 

organisasi yang 

ditingkatkan

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Persentase 

peningkatan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah (SAKIP) 

Kementerian/Lembag

65,86 (B) 65,86 (B) 65,86 (B) 0 0 71 (BB) 71 (BB) 71 (BB) 71 (BB)

Penataan Organisasi

Persentase penataan 

organisasi yang 

ditingkatkan

100,00%       2.188.648.500 0,00%                            - 100,00%          683.398.500 0,00%                            - 0,00% 100,00%                            - 100,00% 0,00% 100,00%                            - 100,00%             - 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah laporan 

Pengelolaan 

Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan yang 

disusun

6          577.750.000 0                             - 2 Laporan          177.500.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Organisasi

Fasilitasi Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana

Jumlah PD yang 

difasilitasi
99          394.130.000 0                             - 33

Perangkat 

Daerah
         124.130.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Organisasi

Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah kegiatan 

Peningkatan Kinerja 

dan Reformasi 

Birokrasi yang 

dilaksanakan

6          509.905.000 0                             - 2 Kegiatan          159.905.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Organisasi

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan 

Tata Laksana

Jumlah laporan 

Monitoring, Evaluasi 

dan Pengendalian 

Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata 

6          341.768.500 0                             - 2 Laporan          106.768.500 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Organisasi

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Kota 

Pangkalpinang

3          365.095.000 0                             - 1 Laporan          115.095.000 0                             - 0            10.095.000 0            10.095.000 0,00% 8,77% 0            10.095.000 0,00% 2,77%
Bagian 

Organisasi

0,00% 1,46% 0,00% 0,46%

SR SR SR SR

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

Persentase kegiatan 

pimpinan daerah yang 

difasilitasi

100 8.358.249.733      0 -                           100,00% 4.164.836.333      0,00% 119.000.000         0,00% 1.801.012.634      0,00%       1.920.012.634 0,00% 46,10% 0,00%       1.920.012.634 0,00% 22,97%

Pelaksanaan Protokol 

dan Komunikasi 

Pimpinan

Persentase 

acara/kegiatan yang 

dilaksanakan

100       8.358.249.733 0                            - 100,00%       4.164.836.333 0,00%          119.000.000 0,00%       1.801.012.634 0,00%       1.920.012.634 0,00% 46,10% 0,00%       1.920.012.634 0,00% 22,97%

Fasilitasi Keprotokolan
Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
1450       2.775.294.800 0                             - 400

acara/ 

kegiatan
         885.294.800 0            90.550.000 0          297.733.634 0          388.283.634 0,00% 43,86% 0          388.283.634 0,00% 13,99%

Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

                            - 683.398.500         2.188.648.500      -                           -                                                       - 0,00%-                           

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

UMUM

0,00%
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Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 
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I

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
1150          637.154.500 0                             - 300

acara/ 

kegiatan
         207.154.500 0            13.050.000 0            12.875.000 0            25.925.000 0,00% 12,51% 0            25.925.000 0,00% 4,07%

Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
1350       4.945.800.433 0                             - 400

acara/ 

kegiatan
      3.072.387.033 0            15.400.000 0       1.490.404.000 0       1.505.804.000 0,00% 49,01% 0       1.505.804.000 0,00% 30,45%

Bagian 

Protokol dan 

Komunikasi 

Pimpinan

0,00% 26,35% 0,00% 12,13%

SR SR SR SR

UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT 

DAERAH

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase 

penyelenggaraan 

pemerintahan  yang 

dilaksanakan

100,00%       2.521.112.003 0,00%                             - 100,00%          811.112.003 0,00%                             - 0,00%            15.900.000 0,00%            15.900.000 0,00% 1,96% 0,00%            15.900.000 0,00% 0,63%

Administrasi Tata 

Pemerintahan

Persentase 

terpenuhinya 

administrasi tata 

pemerintahan

100,00%       2.521.112.003 0,00%                            - 100,00%          811.112.003 0,00%                            - 0,00%            15.900.000 0,00%            15.900.000 0,00% 1,96% 0,00%            15.900.000 0,00% 0,63%

Penataan Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

administrasi 

pemerintahan

3       1.111.367.003 0                             - 1 laporan          361.367.003 0                             - 0            12.300.000 0            12.300.000 0,00% 3,40% 0            12.300.000 0,00% 1,11%
Bagian 

Pemerintahan

Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

administrasi 

kewilayahan

3          630.900.000 0                             - 1 laporan          200.900.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%
Bagian 

Pemerintahan

Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah laporan LPPD, 

RLPPD, SPM, LKPJ 

dan LKPJ akhir masa 

jabatan

13          778.845.000 0                             - 4 laporan          248.845.000 0                             - 0              3.600.000 0              3.600.000 0,00% 1,45% 0              3.600.000 0,00% 0,46%
Bagian 

Pemerintahan

0,00% 1,21% 0,00% 0,39%

SR SR SR SR

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kebijakan 

kesejahteraan rakyat 

yang dilaksanakan

100,00%     35.441.210.956 0,00%                             - 100,00%     10.887.206.156 0,00%            86.750.000 0,00%       3.022.567.200 0,00%       3.109.317.200 0,00% 28,56% 0,00%       3.109.317.200 0,00% 8,77%

Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase laporan 

kebijakan 

kesejahteraan rakyat 

yang dilaksanakan

100,00%     35.441.210.956 0,00%                            - 100,00%     10.887.206.156 0,00%            86.750.000 0,00%       3.022.567.200 0,00%       3.109.317.200 0,00% 28,56% 0,00%       3.109.317.200 0,00% 8,77%

Fasilitasi Pengelolaan 

Bina Mental Spiritual

Jumlah jenis fasilitasi 

bina mental spiritual 

yang terkelola

24     26.347.134.300 0                             - 8       8.393.129.500 0            86.750.000 3       3.014.050.800 3       3.100.800.800 37,50% 36,94% 3       3.100.800.800 12,50% 11,77%

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial

Jumlah laporan 

kebijakan evaluasi dan 

capaian kinerja 

kesejahteraan sosial

3       8.796.238.556 0                             - 1       2.396.238.556 0                             - 0              8.516.400 0              8.516.400 0,00% 0,36% 0              8.516.400 0,00% 0,10%

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian 

Kinerja terkait 

Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah laporan UKS 

yang dibina
3          297.838.100 0                             - 1            97.838.100 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Kesejahteraan 

Rakyat

9,38% 9,32% 3,13% 2,97%

SR SR SR SR

Persentase fasilitasi 

hukum yang 

dilaksanakan

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Jumlah kebijakan 

yang diskriminatif 

dalam 12 bulan lalu 

berdasarkan 

pelarangan 

1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Fasilitasi dan 

Koordinasi Hukum

Persentase pelayanan 

hukum yang 

difasilitasi

100,00%       2.472.767.305 0,00%                            - 100,00%          812.767.305 0,00%            13.050.000 0,00% 0,00%            13.050.000 0,00% 1,61% 0,00%            13.050.000 0,00% 0,53%

Fasilitasi Penyusunan 

Produk Hukum Daerah

Jumlah produk hukum 

yang dihasilkan
1005          680.337.405 0                             - 330 jenis          220.337.405 0              4.350.000 0              7.525.000 0            11.875.000 0,00% 5,39% 0            11.875.000 0,00% 1,75%

Bagian 

Hukum

Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah kasus hukum 

yang difasilitasi
18          986.879.900 0                             - 5 laporan          326.879.900 0              4.350.000 0            15.050.000 0            19.400.000 0,00% 5,93% 0            19.400.000 0,00% 1,97%

Bagian 

Hukum

Pendokumentasian 

Produk Hukum dan 

Pengelolaan Informasi 

Hukum

Jumlah publikasi 

produk hukum
210          805.550.000 0                             - 65 laporan          265.550.000 0              4.350.000 0              7.525.000 0            11.875.000 0,00% 4,47% 0            11.875.000 0,00% 1,47%

Bagian 

Hukum

0,00% 3,95% 0,00% 1,30%

SR SR SR SR

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kerjasama 

daerah yang 

dilaksanakan

100,00%       2.223.625.500 0,00%                             - 100,00%          371.625.500 0,00%            96.555.416 0,00%              9.708.000 0,00%          106.263.416 0,00% 28,59% 0,00%          106.263.416 0,00% 4,78%

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah

Persentase kerjasama 

yang difasilitasi
100,00%       2.223.625.500 0,00%                            - 100,00%          371.625.500 0,00%            96.555.416 0,00%              9.708.000 0,00%          106.263.416 0,00% 28,59% 0,00%          106.263.416 0,00% 4,78%

Fasilitasi Kerja Sama 

Dalam Negeri

Jumlah kerja sama yang 

difasilitasi
30       1.656.285.000 0                             - 10

produk 

hukum
         196.285.000 0            30.000.000 0              9.708.000 0            39.708.000 0,00% 20,23% 0            39.708.000 0,00% 2,40%

Bagian 

Pemerintahan

Fasilitasi Kerja Sama 

Luar Negeri

Jumlah rencana kerja 

sama luar negeri yang 

difasilitasi

3          508.480.500 0                             - 1
kasus 

hukum
         158.480.500 0            66.555.416 0                             - 0            66.555.416 0,00% 42,00% 0            66.555.416 0,00% 13,09%

Bagian 

Pemerintahan

                            -            13.050.000            13.050.000 0,00%                            - 0,53%

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

         812.767.305            13.050.000       2.472.767.305 
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan 

Kerja Sama

Jumlah laporan evaluasi 

kerja sama
3            58.860.000 0                             - 1 dokumen            16.860.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Pemerintahan

0,00% 15,56% 0,00% 3,87%

SR SR SR SR

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase 

terpenuhinya 

pelaksanaan 

kebijakan 

perekonomian

100,00%       1.194.228.000 0                             - 100,00%          370.228.000 0,00%                             - 0,00%              3.975.500 0,00%              3.975.500 0,00% 1,07% 0,00%              3.975.500 0,00% 0,33%

Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Persentase dokumen 

kebijakan 

perekonomian yang 

dilaksanakan

100,00%       1.194.228.000 0                            - 100,00%          370.228.000 0,00%                            - 0,00%              3.975.500 0,00%              3.975.500 0,00% 1,07% 0,00%              3.975.500 0,00% 0,33%

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

Jumlah laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD 

dan BLUD

12          343.598.000 0                             - 4 Laporan          108.598.000 0                             - 0              1.812.500 0              1.812.500 0,00% 1,67% 0              1.812.500 0,00% 0,53%

Bagian 

Perekonomian 

dan SDA

Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian

Jumlah laporan 

Pengendalian dan 

Distribusi 

Perekonomian

12          736.916.000 0                             - 4 Laporan          226.916.000 0                             - 0              2.163.000 0              2.163.000 0,00% 0,95% 0              2.163.000 0,00% 0,29%

Bagian 

Perekonomian 

dan SDA

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Evaluasi Kebijakan 

Pendirian BUMD

Jumlah dokumen 

kebijakan pendirian 

BUMD

6          113.714.000 0                             - 2 dokumen            34.714.000 0                             - 0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Perekonomian 

dan SDA

0,00% 0,66% 0,00% 0,21%

SR SR SR SR

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kegiatan 

pembangunan yang 

dilaksanakan

100,00%       5.802.100.500 0,00%                             - 100,00%       1.832.100.500 0,00%            61.600.000 0,00%          286.153.750 0,00%          347.753.750 0,00% 18,98% 0,00%          347.753.750 0,00% 5,99%

Pelaksanaan 

Administrasi 

Pembangunan

Persentase laporan 

kegiatan 

pembangunan yang 

dilaksanakan

100,00%       5.802.100.500 0,00%                            - 100,00%       1.832.100.500 0,00%            61.600.000 0,00%          286.153.750 0,00%          347.753.750 0,00% 18,98% 0,00%          347.753.750 0,00% 5,99%

Fasilitasi Penyusunan 

Program Pembangunan

Jumlah dokumen 

program pembangunan 

yang disusun

3       1.529.608.500 0                             - 1 dokumen          509.608.500 0            30.000.000 0            82.229.100 0          112.229.100 0,00% 22,02% 0          112.229.100 0,00% 7,34%

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan

Pengendalian dan 

Evaluasi Program 

Pembangunan

Jumlah dokumen 

pengendalian dan 

evaluasi program 

pembangunan 

3       3.382.404.500 0                             - 1 dokumen       1.032.404.500 0            16.200.000 0            89.890.650 0          106.090.650 0,00% 10,28% 0          106.090.650 0,00% 3,14%

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah laporan 

pelaksanaan 

pembangunan

3          890.087.500 0                             - 1 laporan          290.087.500 0            15.400.000 0          114.034.000 0          129.434.000 0,00% 44,62% 0          129.434.000 0,00% 14,54%

Bagian 

Administrasi 

Pembangunan

0,00% 19,23% 0,00% 6,25%

SR SR SR SR
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Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

Sasaran/ 

Indikator

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 
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 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 

Lalu (2020)

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 

dievaluasi (2021) II

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang 

dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase pengadaan 

barang yang 

dilaksanakan

100,00%       5.398.374.250 0,00%                             - 100,00%       1.738.374.250 0,00%            32.866.000 0,00%          435.956.283 0,00%          468.822.283 0,00% 26,97% 0,00%          468.822.283 0,00% 8,68%

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Persentase 

terpenuhinya 

pengelolaan 

pengadaan barang 

dan jasa

100,00%       5.398.374.250 0,00%                            - 100,00%       1.738.374.250 0,00%            32.866.000 0,00%          435.956.283 0,00%          468.822.283 0,00% 26,97% 0,00%          468.822.283 0,00% 8,68%

Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Jumlah paket 

pengadaan barang dan 

jasa yang terkelola

270       2.391.068.750 0                             - 80 paket          781.068.750 0            11.050.000 0          161.520.082 0          172.570.082 0,00% 22,09% 0          172.570.082 0,00% 7,22%

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara 

Elektronik

Jumlah paket 

pengadaan secara 

elektronik yang 

terkelola

270       2.156.840.000 0                             - 80 paket          686.840.000 0            21.816.000 0          171.591.601 0          193.407.601 0,00% 28,16% 0          193.407.601 0,00% 8,97%

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan 

Jasa

Jumlah pembinaan 

pengadaan barang dan 

jasa

8          850.465.500 0                             - 2 pembinaan          270.465.500 0                             - 0          102.844.600 0          102.844.600 0,00% 38,03% 0          102.844.600 0,00% 12,09%

Bagian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa

0,00% 22,07% 0,00% 7,07%

SR SR SR SR

PROGRAM 

PEREKONOMIAN 

DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kebijakan 

terkait sumber daya 

alam yang 

dilaksanakan

100,00%          108.232.000 0,00%                             - 100,00%            28.232.000 0,00%                             - 0,00%                             - 0,00%                             - 0,00% 0,00% 0,00%                             - 0,00% 0,00%

Pemantauan Kebijakan 

Terkait Sumber Daya 

Alam

Persentase 

terpenuhinya 

pemantauan kebijakan 

terkait sumber daya 

alam

100,00%          108.232.000 0,00%                            - 100,00%            28.232.000 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00%                            - 0,00% 0,00% 0,00%                            - 0,00% 0,00%

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Evaluasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan

Jumlah laporan 

Koordinasi Kebijakan 

Pertanian, Kehutanan, 

Kelautan dan Perikanan

12            87.232.000 0 -                           4 Laporan 28.232.000           0 -                           0                             - 0                             - 0,00% 0,00% 0                             - 0,00% 0,00%

Bagian 

Perekonomian 

dan SDA

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SR SR SR SR

100%   157.294.864.568 40%     81.476.802.289 100%     52.027.581.568 2,38%       2.380.618.254 4,76%     12.576.951.437 7,14%     14.957.569.691 7,14% 28,75% 47,14%     14.957.569.691 47,14% 9,51%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 16,67% 43,50% 16,67% 13,50%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SR SR SR SR

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : ADANYA PANDEMI COVID 19

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA *) :

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : (Wajib diisi)

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program (Rp)
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 Target Renstra Perangkat 

Daerah pada Tahun 2018-

2023 (Akhir Periode Renstra 

Perangkat Daerah) 

Realisasi Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja 
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Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang 
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Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja 
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dievaluasi (2021)

Kondisi Kinerja Pada Akhir 

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja 

Pada Akhir 

Periode RPJMD

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA DAN LITBANG 0 -                           0 -                           0 -                           0 -             0 -                           0 -             

0 -                           0 -                           0 -                           -             -             0 -                           0 -             

Keterangan : 0 -                           0 -                           0 -                           0 -             0 -                           0 -             

: Diisi setiap triwulan 0 -                           0 -                           0 -                           0 -             0 -                           0 -             

: Tidak perlu diisi

: Diisi hanya pada triwulan IV saja 0 -                           0 -                           0 -                           0 -             0 -                           0 -             

0 -                           0 -                           0 -                           0 -             0 -                           0 -             

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BERIKUTNYA *) :
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Hasil Renja Sekretariat Daerah Triwulan II Tahun 2021 secara umum masih belum optimal pencapaian 

target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan mengalami hambatan dari segi pelaksanaan dan realisasi anggaran sehingga persentase 

pelaksanaan mayoritas program, kegiatan dan sub kegiatan belum memenuhi outcome/output yang 

direncanakan. 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan administrasi pemerintah.  Berdasarkan Peraturan 

Walikota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2020 tantang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Pangkalpinang yang memuat tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang 

adalah sebagai berikut : 

1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan 

administratif. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah 

mempunyai fungsi : 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Kota; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan kebijakan Pemerintah Kota; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara Pemerintah Kota; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, indikator pelayanan yang tercakup dalam kinerja 

pelayanan Sekretariat Daerah dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi 

pemerintahan. 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap beberapa 

kendala, antara lain : 

1. Belum optimalnya penyampaian data yang dibutuhkan dalam laporan penyelenggaraan 

pemerintahan; 

2. Peningkatan kualitas koordinasi dan komitmen pimpinan serta jajarannya dalam 

penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan administrasi pemerintahan; 
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3. Kurangnya sinkronisasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan baik yang 

disebabkan karena perubahan aturan di kementerian/lembaga dan juga keterlambatan 

perangkat daerah untuk mengakomodir aturan yang berlaku. 

 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang urusan administrasi 

pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun rencana 2021 berdasarkan rancangan 

awal RKPD Perubahan Tahun 2021 serta hasil analisis kebutuhan disajikan dalam tabel berikut. 



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Total Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
56.223.901.968    

Total Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
47.845.628.624    

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase laporan 

kinerja dan keuangan 

yang disampaikan tepat 

waktu

100 % 11.515.791.137    
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase laporan 

kinerja dan keuangan 

yang disampaikan tepat 

waktu

100 % 11.265.499.627    

xx xx 01 2.01

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Persentase perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja tepat 

waktu

100 %            11.760.000 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Persentase perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja tepat 

waktu

100 %                              - 

xx xx 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen Renstra/ 

Renja
3 dokumen               3.920.000 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen Renstra/ 

Renja
3 dokumen                              - 

xx xx 01 2.01 02
Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD
1 dokumen               3.920.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD
1 dokumen                              - 

xx xx 01 2.01 03

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen 

perubahan RKA-SKPD
1 dokumen               3.920.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah dokumen 

perubahan RKA-SKPD
1 dokumen                              - 

xx xx 01 2.02
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

kebutuhan administrasi 

keuangan

100 %     11.252.741.137 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

kebutuhan administrasi 

keuangan

100 %     11.115.691.627 

xx xx 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

84 orang      10.615.132.737 
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah ASN yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

84 orang 10.478.083.227    

xx xx 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah laporan analisis 

prognosis realisasi 

anggaran

1 laporan           637.608.400 

Penyusunan Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah laporan analisis 

prognosis realisasi 

anggaran

1 laporan 637.608.400         

xx xx 01 2.03

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi barang 

milik daerah

100 %          251.290.000 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi barang 

milik daerah

100 %          149.808.000 

xx xx 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah dokumen 

perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah SKPD

1 dokumen             51.290.000 

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah dokumen 

perencanaan kebutuhan 

barang milik daerah SKPD

1 dokumen                              - 

xx xx 01 2.03 02
Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah aset SKPD yang 

diamankan
1 unit           200.000.000 

Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah aset SKPD yang 

diamankan
1 unit           149.808.000 

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

TAHUN 2021

Kode



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase ASN yang 

memenuhi standar 

kompetensi/kualifikasi 

pada unit kerjanya

100 % 50.000.000           
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase ASN yang 

memenuhi standar 

kompetensi/kualifikasi 

pada unit kerjanya

100 % 25.000.000           

xx xx 01 2.05
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi 

kepegawaian

100 %            50.000.000 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi 

kepegawaian

100 %            25.000.000 

xx xx 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah pegawai yang 

mengikuti diklat sesuai 

tupoksi

5 orang             50.000.000 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Jumlah pegawai yang 

mengikuti diklat sesuai 

tupoksi

5 orang             25.000.000 

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase terpenuhinya 

kebutuhan administrasi 

perkantoran

100 % 4.444.554.250      
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase terpenuhinya 

kebutuhan administrasi 

perkantoran

100 % 3.474.002.250      

xx xx 01 2.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi umum
100 %       4.444.554.250 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Presentase terpenuhinya 

administrasi umum
100 %       3.474.002.250 

xx xx 01 2.06 01

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

10 unit             60.000.000 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Jumlah komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

10 unit             60.000.000 

xx xx 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan rumah 

tangga yang disediakan

10 unit           704.220.000 
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan rumah 

tangga yang disediakan

10 unit 438820000

xx xx 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah logistik yang 

disediakan
2 jenis           658.430.800 

Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Jumlah logistik yang 

disediakan
2 jenis           658.430.800 

xx xx 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan 

dan penggandaan yang 

disediakan

2 set           315.500.000 
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan 

dan penggandaan yang 

disediakan

2 set           215.500.000 

xx xx 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan yang disediakan

10 koran           296.403.450 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan yang disediakan

10 koran 241403450

xx xx 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah jenis fasilitasi 

kunjungan tamu
2 jenis        1.910.000.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah jenis fasilitasi 

kunjungan tamu
2 jenis 1659848000

xx xx 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah rapat koordinasi 

dan konsultasi SKPD
2 jenis           500.000.000 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah rapat koordinasi 

dan konsultasi SKPD
2 jenis           200.000.000 

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur 

dalam kondisi baik

100 % 10.736.865.200    
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase sarana dan 

prasarana aparatur 

dalam kondisi baik

100 % 7.255.015.600      



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

xx xx 01 2.07

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase pengadaan 

barang milik daerah
100 %       3.518.878.800 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase pengadaan 

barang milik daerah
100 %          776.158.800 

xx xx 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

yang diadakan

2 unit        2.020.000.000 Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang 

diadakan
1 set                              - 

xx xx 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Jumlah mebel yang 

diadakan
1 set           200.000.000 Pengadaan Mebel

Jumlah mebel yang 

diadakan
1 set           200.000.000 

xx xx 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

diadakan

2 set           520.000.000 
Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

diadakan

2 set             60.760.000 

xx xx 01 2.07 09
Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

diadakan

1 unit           150.000.000 
Pengadaan Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

diadakan

1 unit                              - 

xx xx 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah sarana dan 

prasarana pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

diadakan

2 set           628.878.800 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah sarana dan 

prasarana pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya yang 

diadakan

2 set           515.398.800 

xx xx 01 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase terpenuhinya 

penyediaan jasa
100 %       1.876.429.600 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase terpenuhinya 

penyediaan jasa
100 %       1.557.988.000 

xx xx 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah surat yang 

disediakan
2 surat           295.988.000 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah surat yang 

disediakan
2 surat           270.988.000 

xx xx 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa yang tersedia 3 jenis        1.580.441.600 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa yang tersedia 3 jenis        1.287.000.000 

xx xx 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase pemeliharaan 

barang milik daerah
100 %       5.341.556.800 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Persentase pemeliharaan 

barang milik daerah
100 %       4.920.868.800 

xx xx 01 2.09 01

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan 

perorangan 

dinas/kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara

6 unit           251.400.000 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah kendaraan 

perorangan 

dinas/kendaraan dinas 

jabatan yang dipelihara

6 unit           167.600.000 

xx xx 01 2.09 02

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

yang dipelihara

20 unit        1.964.015.600 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

yang dipelihara

20 unit        1.738.025.600 

xx xx 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

dipelihara 

3 unit           594.388.000 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan 

mesin lainnya yang 

dipelihara 

3 unit           594.388.000 



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

xx xx 01 2.09 09

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah gedung 

kantor/bangunan lainnya 

yang dipelihara

4 unit        2.531.753.200 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah gedung 

kantor/bangunan lainnya 

yang dipelihara

4 unit        2.420.855.200 

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase operasional 

pimpinan daerah yang 

terpenuhi

100 % 3.895.299.217      
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase operasional 

pimpinan daerah yang 

terpenuhi

100 % 3.640.272.301      

xx xx 01 2.11

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Persentase fasilitas 

kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang 

terpenuhi

100 %       1.820.747.217 

Administrasi Keuangan dan 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Persentase fasilitas 

kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang 

terpenuhi

100 %       1.885.765.941 

xx xx 01 2.11 01

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

2 orang           570.747.217 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah

Jumlah kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang 

menerima gaji dan 

tunjangan

2 orang           755.957.941 

xx xx 01 2.11 02

Penyediaan Pakaian Dinas 

dan Atribut Kelengkapan 

Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah

Jumlah pakaian dan 

atribut kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang 

disediakan

5 stell           250.000.000 

Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut Kelengkapan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah

Jumlah pakaian dan 

atribut kepala daerah dan 

wakil kepala daerah yang 

disediakan

5 stell           129.808.000 

xx xx 01 2.11 04

Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah operasional kepala 

daerah dan wakil kepala 

daerah yang disediakan

1 jenis        1.000.000.000 

Penyediaan Dana Penunjang 

Operasional Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah operasional kepala 

daerah dan wakil kepala 

daerah yang disediakan

1 jenis        1.000.000.000 

xx xx 01 2.12
Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Persentase kebutuhan 

kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah yang 

difasilitasi

100 %       2.074.552.000 
Fasilitasi Kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah

Persentase kebutuhan 

kerumahtanggaan 

Sekretariat Daerah yang 

difasilitasi

100 %       1.754.506.360 

xx xx 01 2.12 01

Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Kepala 

Daerah

Jumlah kebutuhan rumah 

tangga yang disediakan
2 jenis           883.800.000 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Kepala Daerah

Jumlah kebutuhan rumah 

tangga yang disediakan
2 jenis           883.800.000 

xx xx 01 2.12 03

Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga Sekretariat 

Daerah

Jumlah kebutuhan rumah 

tangga yang disediakan
1 jenis        1.190.752.000 

Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga Sekretariat Daerah

Jumlah kebutuhan rumah 

tangga yang disediakan
1 jenis           870.706.360 

Persentase kinerja 

organisasi yang 

ditingkatkan

100 %

Persentase kinerja 

organisasi yang 

ditingkatkan

100 %

Persentase peningkatan 

Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) Kementerian/ 

Lembaga dan 

Pemerintah Daerah 

(Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota)

65,86 (B) nilai

Persentase peningkatan 

Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah 

(SAKIP) Kementerian/ 

Lembaga dan 

Pemerintah Daerah 

(Provinsi/ Kabupaten/ 

Kota)

65,86 (B) nilai

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM
195.173.500         

PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM
626.828.500         



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

xx xx 01 2.13 Penataan Organisasi

Persentase penataan 

organisasi yang 

ditingkatkan

100 %          626.828.500 Penataan Organisasi

Persentase penataan 

organisasi yang 

ditingkatkan

100 %          195.173.500 

xx xx 01 2.13 01
Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan

Jumlah laporan 

Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan yang 

disusun

2 Laporan           166.160.000 
Pengelolaan Kelembagaan dan 

Analisis Jabatan

Jumlah laporan 

Pengelolaan Kelembagaan 

dan Analisis Jabatan yang 

disusun

2 Laporan             47.850.000 

xx xx 01 2.13 02
Fasilitasi Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana

Jumlah PD yang 

difasilitasi
33

Perangkat 

Daerah
          123.240.000 

Fasilitasi Pelayanan Publik 

dan Tata Laksana

Jumlah PD yang 

difasilitasi
33

Perangkat 

Daerah
            31.060.000 

xx xx 01 2.13 03
Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah kegiatan 

Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi yang 

dilaksanakan

2 Kegiatan           158.405.000 
Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi

Jumlah kegiatan 

Peningkatan Kinerja dan 

Reformasi Birokrasi yang 

dilaksanakan

2 Kegiatan             43.730.000 

xx xx 01 2.13 04

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah laporan 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

2 Laporan           105.628.500 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

Jumlah laporan 

Monitoring, Evaluasi dan 

Pengendalian Kualitas 

Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana

2 Laporan             45.438.500 

xx xx 01 2.13 05

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Kota 

Pangkalpinang

1 Laporan             73.395.000 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja Pemerintah 

Daerah

Jumlah Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Kota 

Pangkalpinang

1 Laporan             27.095.000 

xx xx 01
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase kegiatan 

pimpinan daerah yang 

difasilitasi

100 % 5.695.145.150      
PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM

Persentase kegiatan 

pimpinan daerah yang 

difasilitasi

100 % 5.559.888.000      

xx xx 01 2.14
Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Persentase 

acara/kegiatan yang 

dilaksanakan

100 %       5.695.145.150 
Pelaksanaan Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan

Persentase 

acara/kegiatan yang 

dilaksanakan

100 %       5.559.888.000 

xx xx 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
400

acara/ 

kegiatan
          890.872.400 Fasilitasi Keprotokolan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
400

acara/ 

kegiatan
          882.844.550 

xx xx 01 2.14 02
Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
300

acara/ 

kegiatan
          208.349.700 

Fasilitasi Komunikasi 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
300

acara/ 

kegiatan
          243.349.700 

xx xx 01 2.14 03
Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
400

acara/ 

kegiatan
       4.595.923.050 

Pendokumentasian Tugas 

Pimpinan

Jumlah acara/kegiatan 

pemerintah daerah
400

acara/ 

kegiatan
       4.433.693.750 

4

UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

UNSUR PENDUKUNG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

4 01 02

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase 

penyelenggaraan 

pemerintahan  yang 

dilaksanakan

100 %        1.022.586.003 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase 

penyelenggaraan 

pemerintahan  yang 

dilaksanakan

100 %           464.425.253 

4 01 02 2.01
Administrasi Tata 

Pemerintahan

Persentase terpenuhinya 

administrasi tata 

pemerintahan

100 %       1.022.586.003 
Administrasi Tata 

Pemerintahan

Persentase terpenuhinya 

administrasi tata 

pemerintahan

100 %          464.425.253 

4 01 02 2.01 01
Penataan Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan administrasi 

pemerintahan

1 laporan           582.867.003 
Penataan Administrasi 

Pemerintahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan administrasi 

pemerintahan

1 laporan           323.325.303 

4 01 02 2.01 02
Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan administrasi 

kewilayahan

1 laporan           211.204.000 
Pengelolaan Administrasi 

Kewilayahan

Jumlah laporan 

pelaksanaan administrasi 

kewilayahan

1 laporan             54.049.950 

4 01 02 2.01 03
Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah laporan LPPD, 

RLPPD, SPM, LKPJ dan 

LKPJ akhir masa jabatan

4 laporan           228.515.000 
Fasilitasi Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Jumlah laporan LPPD, 

RLPPD, SPM, LKPJ dan 

LKPJ akhir masa jabatan

4 laporan             87.050.000 

4 01 02

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kebijakan 

kesejahteraan rakyat 

yang dilaksanakan

100 %      13.175.083.356 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kebijakan 

kesejahteraan rakyat 

yang dilaksanakan

100 %      12.669.130.256 

4 01 02 2.02
Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase laporan 

kebijakan kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

100 %     13.175.083.356 
Pelaksanaan Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat

Persentase laporan 

kebijakan kesejahteraan 

rakyat yang 

dilaksanakan

100 %     12.669.130.256 

4 01 02 2.02 01
Fasilitasi Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual

Jumlah jenis fasilitasi bina 

mental spiritual yang 

terkelola

8 jenis      10.681.006.700 
Fasilitasi Pengelolaan Bina 

Mental Spiritual

Jumlah jenis fasilitasi bina 

mental spiritual yang 

terkelola

8 jenis      10.471.006.700 

4 01 02 2.02 02

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja 

terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah laporan kebijakan 

evaluasi dan capaian 

kinerja kesejahteraan 

sosial

1 laporan        2.396.238.556 

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja 

terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah laporan kebijakan 

evaluasi dan capaian 

kinerja kesejahteraan 

sosial

1 laporan        2.173.123.556 

4 01 02 2.02 03

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja 

terkait Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah laporan UKS yang 

dibina
1 laporan             97.838.100 

Pelaksanaan Kebijakan, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja 

terkait Kesejahteraan 

Masyarakat

Jumlah laporan UKS yang 

dibina
1 laporan             25.000.000 

Persentase fasilitasi 

hukum yang 

dilaksanakan

100 %

Persentase fasilitasi 

hukum yang 

dilaksanakan

100 %

PROGRAM PROGRAM 



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

Jumlah kebijakan yang 

diskriminatif dalam 12 

bulan lalu berdasarkan 

pelarangan diskriminasi 

menurut hukum HAM 

Internasional

1 kebijakan

Jumlah kebijakan yang 

diskriminatif dalam 12 

bulan lalu berdasarkan 

pelarangan diskriminasi 

menurut hukum HAM 

Internasional

1 kebijakan

4 01 02 2.03
Fasilitasi dan Koordinasi 

Hukum

Persentase pelayanan 

hukum yang difasilitasi
100 %          749.339.005 

Fasilitasi dan Koordinasi 

Hukum

Persentase pelayanan 

hukum yang difasilitasi
100 %          316.260.535 

4 01 02 2.03 01
Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Daerah

Jumlah produk hukum 

yang dihasilkan
330

produk 

hukum
          202.735.805 

Fasilitasi Penyusunan Produk 

Hukum Daerah

Jumlah produk hukum 

yang dihasilkan
330

produk 

hukum
            76.660.405 

4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah kasus hukum yang 

difasilitasi
5

kasus 

hukum
          302.904.800 Fasilitasi Bantuan Hukum

Jumlah kasus hukum yang 

difasilitasi
5

kasus 

hukum
          140.784.500 

4 01 02 2.03 03

Pendokumentasian Produk 

Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum

Jumlah publikasi produk 

hukum
65 dokumen           243.698.400 

Pendokumentasian Produk 

Hukum dan Pengelolaan 

Informasi Hukum

Jumlah publikasi produk 

hukum
65 dokumen             98.815.630 

4 01 02

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kerjasama 

daerah yang 

dilaksanakan

100 %           454.865.500 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

Persentase kerjasama 

daerah yang 

dilaksanakan

100 %           176.805.000 

4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
Persentase kerjasama 

yang difasilitasi
100 %          454.865.500 Fasilitasi Kerjasama Daerah

Persentase kerjasama 

yang difasilitasi
100 %          176.805.000 

4 01 02 2.04 01
Fasilitasi Kerja Sama Dalam 

Negeri

Jumlah kerja sama yang 

difasilitasi
10 kerjasama           189.525.000 

Fasilitasi Kerja Sama Dalam 

Negeri

Jumlah kerja sama yang 

difasilitasi
10 kerjasama             77.405.000 

4 01 02 2.04 02
Fasilitasi Kerja Sama Luar 

Negeri

Jumlah rencana kerja sama 

luar negeri yang 

difasilitasi

1
rencana 

kerjasama
          248.480.500 

Fasilitasi Kerja Sama Luar 

Negeri

Jumlah rencana kerja sama 

luar negeri yang 

difasilitasi

1
rencana 

kerjasama
            99.400.000 

4 01 02 2.04 03
Evaluasi Pelaksanaan Kerja 

Sama

Jumlah laporan evaluasi 

kerja sama
1 laporan             16.860.000 

Evaluasi Pelaksanaan Kerja 

Sama

Jumlah laporan evaluasi 

kerja sama
1 laporan                              - 

4 01 03

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase terpenuhinya 

pelaksanaan kebijakan 

perekonomian

100 %           432.904.800 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase terpenuhinya 

pelaksanaan kebijakan 

perekonomian

100 %             19.485.500 

4 01 03 2.01
Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Persentase dokumen 

kebijakan perekonomian 

yang dilaksanakan

100 %          432.904.800 
Pelaksanaan Kebijakan 

Perekonomian

Persentase dokumen 

kebijakan perekonomian 

yang dilaksanakan

100 %            19.485.500 

4 01 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

Jumlah laporan 

Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

4 laporan             98.338.200 

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

Jumlah laporan 

Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan Pengelolaan 

BUMD dan BLUD

4 laporan               5.807.500 

          316.260.535 

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

PROGRAM 

PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

          749.339.005 4 01 02



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

4 01 03 2.01 02
Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Jumlah laporan 

Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian

4 laporan           303.324.000 
Pengendalian dan Distribusi 

Perekonomian

Jumlah laporan 

Pengendalian dan 

Distribusi Perekonomian

4 laporan             13.678.000 

4 01 03 2.01 05

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pendirian 

BUMD

Jumlah dokumen 

kebijakan pendirian 

BUMD

2 dokumen             31.242.600 

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pendirian 

BUMD

Jumlah dokumen 

kebijakan pendirian 

BUMD

2 dokumen                              - 

4 01 03

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kegiatan 

pembangunan yang 

dilaksanakan

100 %        1.651.090.900 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kegiatan 

pembangunan yang 

dilaksanakan

100 %        1.471.595.700 

4 01 03 2.02
Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Persentase laporan 

kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan

100 %       1.651.090.900 
Pelaksanaan Administrasi 

Pembangunan

Persentase laporan 

kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan

100 %       1.471.595.700 

4 01 03 2.02 01
Fasilitasi Penyusunan 

Program Pembangunan

Jumlah dokumen program 

pembangunan yang 

disusun

1 dokumen           555.063.700 
Fasilitasi Penyusunan Program 

Pembangunan

Jumlah dokumen program 

pembangunan yang 

disusun

1 dokumen           369.883.900 

4 01 03 2.02 02
Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

Jumlah dokumen 

pengendalian dan evaluasi 

program pembangunan 

1 dokumen           804.744.500 
Pengendalian dan Evaluasi 

Program Pembangunan

Jumlah dokumen 

pengendalian dan evaluasi 

program pembangunan 

1 dokumen           857.304.500 

4 01 03 2.02 03

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah laporan 

pelaksanaan pembangunan
1 laporan           291.282.700 

Pengelolaan Evaluasi dan 

Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan

Jumlah laporan 

pelaksanaan pembangunan
1 laporan           244.407.300 

4 01 03

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase pengadaan 

barang yang 

dilaksanakan

100 %        1.748.140.950 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase pengadaan 

barang yang 

dilaksanakan

100 %        1.311.725.102 

4 01 03 2.03
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Persentase terpenuhinya 

pengelolaan pengadaan 

barang dan jasa

100 %       1.748.140.950 
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Persentase terpenuhinya 

pengelolaan pengadaan 

barang dan jasa

100 %       1.311.725.102 

4 01 03 2.03 01
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Jumlah paket pengadaan 

barang dan jasa yang 

terkelola

80 paket           829.088.550 
Pengelolaan Pengadaan 

Barang dan Jasa

Jumlah paket pengadaan 

barang dan jasa yang 

terkelola

80 paket           545.370.900 

4 01 03 2.03 02
Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah paket pengadaan 

secara elektronik yang 

terkelola

80 paket           619.052.400 
Pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah paket pengadaan 

secara elektronik yang 

terkelola

80 paket           569.352.400 

4 01 03 2.03 03
Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah pembinaan 

pengadaan barang dan jasa
2

pembinaa

n
          300.000.000 

Pembinaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah pembinaan 

pengadaan barang dan jasa
2

pembinaa

n
          197.001.802 

4 01 03

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kebijakan 

terkait sumber daya 

alam yang dilaksanakan

100 %             25.408.000 

PROGRAM 

PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

Persentase kebijakan 

terkait sumber daya 

alam yang dilaksanakan

100 %               1.350.000 



Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 

(Output) 

Usulan Pagu 

Rencana (Rp)

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan

 Indikator Kinerja 

Tujuan/ Sasaran 

(Impact)/ Program 

(Outcome)/ Kegiatan 
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Kebutuhan Dana 

(Rp)

Target Capaian 

Kinerja

Target Capaian 

Kinerja
Kode

4 01 03 2.04
Pemantauan Kebijakan 

Terkait Sumber Daya Alam

Persentase terpenuhinya 

pemantauan kebijakan 

terkait sumber daya alam

100 %            25.408.000 
Pemantauan Kebijakan 

Terkait Sumber Daya Alam

Persentase terpenuhinya 

pemantauan kebijakan 

terkait sumber daya alam

100 %              1.350.000 

4 01 03 2.04 01

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah laporan Koordinasi 

Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan

4 laporan 25.408.000           

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan

Jumlah laporan Koordinasi 

Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan 

Perikanan

4 laporan 1.350.000             
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 

 

3.1  Telaah Terhadap kebijakan Nasional 

Penyusunan strategi pembangunan Kota Pangkalpinang memperhatikan kebijakan nasional yang 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan 

kebijakan pembangunan Provinsi Bangka Belitung yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. 

3.1.1  Visi dan Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang 

selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu : 

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 

Berkeadilan 

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan 

merata.  Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya 

saing melalui : 

 Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta 

pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, 

serta kehutanan; dan 

 Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, 

industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. 

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan 

pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.  

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui : 

 Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 

 Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 

 Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 

 Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 

 Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang 

inklusif dan merata di seluruh wilayah.  Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu 

manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui : 

 Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 

 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 
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 Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 

 Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 

 Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 

 Pengentasan kemiskinan; dan 

 Peningkatan produktivitas dan daya saing. 

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan 

sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi 

pada kemajuan dan kemodernan.  Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 

dilaksanakan secara terpadu melalui : 

 Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 

 Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 

 Moderasi beragama; dan 

 Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. 

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan 

Dasar 

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong 

pemerataan pembangunan nasional, melalui: 

 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 

 Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 

 Pembangunan infrastruktur perkotaan; 

 Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 

 Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. 

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan 

Iklim 

Setiap upaya meningkatkan Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber 

daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.  

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim 

diarahkan melalui : 

 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 

 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 

 Pembangunan Rendah Karbon 

 

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan 

kedaulatan negara, melalui : 
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 Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 

 Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 

 Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 

 Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 

 Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 

 Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan. 

 

3.1.2  Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bangka Belitung  

Prioritas Pembangunaan Daerah Provinsi Bangka Belitung yang termuat dalam dokumen RPJMD 

dan harus dijabarkan oleh setiap Perangka Daerah di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung serta Pemerintah Kabupaten/Kota, yang langsung mengarah kepada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sebagai muara terakhir dari setiap tujuan pembangunan yang dilakukan. 

Prioritas Pembangunaan Daerah RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagai berikut :  

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan  

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka 

Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan 

Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan 

pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di 

Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-

petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian 

(khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung 

pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal. 

2. Pembangunan Bahari  

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan 

pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayannelayan Babel, demi 

peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari 

untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.  

3. Pengembangan Pariwisata  

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf 

internasional melalui event-event seni budaya atau olahraga bernuansa bahari level 

nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, 

Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di 

Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut 

dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun 
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bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, 

air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city.  

4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan  

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan 

berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan 

Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu 

diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara 

terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroprasi. Sehingga, 

pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap 

bencana.  

5. Peningkatan Pendapataan Pemerintah  

Fokus kegiatan menggali sumber-sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah dari seluruh sektor yang ada di setiap perangkat Daerah dan meningkatan pendapatan 

dari BUMD serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah.  

6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat  

Fokus kegiatan Mengembangakn bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di 

era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran 

UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan 

kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit 

pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung 

menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian 

dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk 

mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir. 

7. Pengembangan Energi Dan Infrastruktur Kewilayahan  

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung 

antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi 

baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu 

Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan 

sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka 

Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor 

wisata unggulan; Pembanguan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk 

mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand 

babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir ( 

Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional 

dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level 

Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen 
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ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa 

segera direalisasiskan untuk membangun kemandiriaan Energi.  

8. Pembangunan Pendidikan  

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti babel 

mengaji, sajadah fajar, ruahan, dan lain-lain secara rutin; Pemerataan dan peningkataan 

kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); 

Meningkatkan kualitas Univesitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas 

Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik 

sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik 

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik 

praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel 

dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/enterpreneur bidang pariwisata di Babel.  

9. Pembangunan Kesehatan  

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan moderenisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah 

Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program 

ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas 

para tenaga kesehatan melalui trining, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga 

kesehatan baik dengan insentid khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat 

melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat Babel. 

10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanaan Publik  

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil 

Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang 

sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, 

warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi 

dengan integrasi pelayanaan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutamakan sistem pelayanaan publik yang 

mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan adminstrasi kependudukan menjadi 

lebih ringkas; Mempermudah pelayanaan dengan berbagi perangkat teknologi yang 

terintegrasi seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi 

berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di pemprov melalui 

fit and proper test dengan lelang jabatan.  

11. Pembangunaan Berdemokrasi  
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Fokus kegiatan mengoptimlakan pembutan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan 

perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan 

hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi. 

12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan  

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan 

banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan 

menanggulanginya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.  

13. Pengendalian Lingkungan Hidup  

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahah; pegendalian 

terhadap efek Gas Rumah Kaca.  

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaran pembangunan jangka menengah pada 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang.  Untuk mencapai tujuan tersebut Sekretariat Daerah Kota 

Pangkalpinang merencanakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan 

dilaksanakan, sebagai berikut, yaitu : 

Tujuan  : Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota 

Pangkalpinang   

Sasaran  : Meningkatnya Laporan Kinerja PD yang Akuntabel dan Tepat Waktu 

Strategi : 1.  Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 

  2.  Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan 

laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 

 Arah Kebijakan : Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi data dalam penyusunan 

laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).  Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan 

kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang 

ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(KUA-PPAS). 

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang 

konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran 

pembangunan daerah.  Dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 terdapat 3 

(tiga) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan, baik program utama 

yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun 

program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan 

dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung 

pencapaian kinerja pada setiap program. 

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yang 

tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Pangkalpinang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu : 

 

 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM 

ADMINISTRASI UMUM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 
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Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Mebel 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
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Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 

Penataan Organisasi 

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Fasilitasi Keprotokolan 

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 

Pendokumentasian Tugas Pimpinan 
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UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Administrasi Tata Pemerintahan 

Penataan Administrasi Pemerintahan 

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 

 

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 

Fasilitasi Bantuan Hukum 

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 

Fasilitasi Kerjasama Daerah 

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 
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Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.  Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan 

prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Pangkalpinang dan mendukung 

tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pangkalpinang.  

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah 

Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program dan kegiatan. 

Tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2021 adalah adanya masukan, informasi, saran dan data untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana 

mestinya sehingga menghasilkan perencanaan yang prospektif, realistis, dan akuntabel serta transparan 

dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur 

Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 

2021 dan semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat. 
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